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ABSTRAK 

 

Perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua 

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Setiap perjanjian yang 

dibuat harus didasarkan dan patuh pada aturan-aturan hukum. Untuk dapat 

menafsirkan aturan-aturan hukum dengan baik sangat tergantung dari asas-asas 

hukum yang melandasi hukum perjanjian. Oleh karena itu, asas-asas hukum 

perjanjian melandasi keabsahan dan kekuatan mengikat suatu perjanjian. Seiring 

dengan perkembangan zaman lahir asas-asas hukum perjanjian di luar dari 

KUH.Perdata, salah satunya adalah Asas Keseimbangan. Asas Keseimbangan 

diberi makna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang mengikatkan diri dalam 

perjanjian. Dalam hal suatu perjanjian terjadi ketidakseimbangan posisi para pihak 

maka akan menimbulkan gangguan terhadap isi perjanjian. Ketidakseimbangan 

tersebut akan mempengaruhi maksud dan tujuan substansi perjanjian dan tujuan 

dibuatnya perjanjian.  

Penulisan hukum ini membahas tentang penerapan Asas Keseimbangan dalam 

Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam hal 

Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak lepas dengan seluruh proses 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mengingat bahwa pentingnya suatu proses 

pembentukan perjanjian akan mempengaruhi substansi perjanjian, dalam hal ini 

proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi sangat penting untuk diteliti 

dengan Asas Keseimbangan. Penulisan hukum ini menggunakan metode penilitian 

yuridis-normatif. 

 

Kata Kunci: Asas Keseimbangan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perjanjian 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 

karunia yang telah dilimpahkan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan 

penulisan hukum yang berjudul: “PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN 

DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 

PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 

TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH”. 

Penelitian hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program 

pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.  

 

Masalah hukum utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah menemukan 

keberadaan asas keseimbangan dalam seluruh proses Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah yang menjadi dasar terciptanya Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. Mengingat bahwa pentingnya suatu proses pembentukan perjanjian 

akan mempengaruhi substansi perjanjian, dalam hal ini proses Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah menjadi sangat penting untuk diteliti dengan Asas 

Keseimbangan. Pembentukan perjanjian yang didasari oleh cara atau prosedur yang 

tidak mencerminkan keseimbangan akan menimbulkan 

ketidaksetaraan/ketidakseimbangan prestasi. Selain itu, tidak dicantumkannya asas 

keseimbangan secara eksplisit dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang kemudian akan mempengaruhi isi 

dari Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan tidak terpenuhinya asas 

keseimbangan dalam suatu perjanjian, maka keabsahan dan landasan keterikatan 

perjanjian dapat dipertanyakan termasuk pada Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  

 

Dengan penelitian hukum ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat teoritis 

maupun praktis pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Manfaat teoritis yang 
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dimaksud Penulis adalah mengembangkan asas keseimbangan dalam mata kuliah 

Hukum Perjanjian dan diharapkan dapat memberikan masukan teoritis yang 

bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum secara khusus bagi pengembangan 

hukum perjanjian. Kemudian manfaat praktis yang diharapkan penulis adalah dapat 

memberi masukan dalam bidang praktis kepada Penyedia Barang/Jasa dan 

Pengguna Barang/Jasa dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan 

memberikan dasar perbaikan untuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

 

Penulis sadar bahwa penulisan hukum yang disusun ini masih memiliki banyak 

kekurangan karena berbagai tingkat kesulitan dalam penyusunan penulisan hukum 

ini. Namun berkat bimbingan, dorongan, semangat, dan bantuan dari berbagai pihak 

akhirnya penulisan hukum ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, Penulis 

mengucakan terima kasih:  

1. Kepada M.Sinambela dan H.br Situmorang selaku orang tua Penulis serta 

keluarga Penulis lainnya yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk 

materi maupun moril kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan 

hukum hingga menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 

Katolik Parahyangan. 

2. Kepada Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo S.H, M.Hum., CN selaku dosen 

pembimbing Penulis dalam menyusun penulisan hukum ini, yang telah 

bersedia meluangkan waktu  dan memberikan pemikiran, bimbingan, dan 

ilmunya. Tanpa bimbingan Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo S.H, M.Hum., 

CN, penulisan hukum ini tidak akan selesai. 

3. Kepada Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H selaku dosen penguji 

penulisan hukum ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk 

menguji penulisan hukum ini dan memberikan masukan-masukan atau ilmu 

untuk menyusun penulisan hukum ini dengan baik. 

4. Kepada Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum selaku ketua sidang 

penulisan hukum ini sekaligus dosen penguji sidang penulisan hukum ini 

yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulisan hukum 
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ini dan telah memberikan ilmu-ilmu dan masukan untuk penulisan hukum 

ini.  

5. Kepada Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H, LL.M selaku dosen 

pembimbing seminar proposal penulisan hukum ini, yang telah bersedia 

meluangkan waktu dan memberikan pemikiran, bimbingan, dan ilmunya 

kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Selain itu, 

Penulis juga memberikan ucapan terimakasih kepada Ibu Theodora 

Pritadianing Saputri, S.H., LL.M sebagai dosen pembimbing Tim Delegasi 

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan untuk Kompetisi Piala 

Bulaksumur ke-IV Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, yang berkat 

bimbingan, arahan, nasihat, ilmu, serta waktunya untuk mempersiapkan tim 

tersebut, yangmana Penulis merupakan bagian dari tim tersebut. Penulis 

juga mengucapkan terimakasih atas pertolongan Ibu Theodora Pritadianing 

Saputri S.H., LL.M, Penulis tidak mendapatkan cekal matakuliah Hukum 

Perusahaan. 

6. Kepada Ibu Wuria Nalya Maria Novenanty S.H., LL.M, selaku dosen 

pembimbing Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional Fakultas 

Hukum Unpar (selanjutnya disebut KMPSN FH Unpar) dan dosen 

pembimbing Tim Delegasi Fakultas Hukum Universitas Katolik 

Parahyangan untuk Kompetisi Piala Bulaksumur ke-IV Fakultas Hukum 

Universitas Gajah Mada atas bimbingan, arahan, nasihat, ilmu, serta 

waktunya untuk mempersiapkan tim tersebut. 

7. Kepada Ibu Nefa Claudia Meliala S.H, M.H selaku dosen pembimbing 

KMPSN FH Unpar dan dosen pembimbing Tim Delegasi Fakultas Hukum 

Unpar untuk Piala Prof.Soedarto ke-VII Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro atas bimbingan, arahan, nasihat, ilmu, serta waktunya untuk 

mempersiapkan tim tersebut. Selain itu, Penulis juga memberikan ucapan 

terimakasih sebesar-besarnya atas nasihat dan cerita-cerita pengalaman 

hidup serta diskusi-diskusi topik hukum selama masa perkuliahan Penulis 

yang memberikan wawasan dan perspektif baru kepada Penulis. 
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8. Kepada Ibu Stella Delarosa S.H, S.E., M.Kn., M.Sc selaku mantan dosen 
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Universitas Katolik Parahyangan untuk Kompetisi Piala Bulaksumur ke-IV 

Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada atas arahan, bantuan, nasihat, 

bimbingan, ilmu, dan waktunya kepada Penulis dan tim delegasi tersebut. 

9. Kepada Ibu Maria Ulfah S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing KMPSN 

FH Unpar dan dosen pembimbing Tim Delegasi Fakultas Hukum Unpar 

untuk Piala Prof.Soedarto ke-VII Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 

atas bimbingan, arahan, nasihat, ilmu, serta waktunya untuk mempersiapkan 

tim tersebut. 

10. Kepada Bapak Dr. Djamal S.H, M.Hum atas waktu, bimbingan, dan ilmu 

yang diberikannya kepada Penulis dalam menjalankan masa perkuliah serta 

kepada tim-tim delegasi KMPSN FH Unpar. 
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Bidang Kemahasiswaan dan dosen pembimbing Tim Delegasi Fakultas 
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12. Kepada jajaran Dekanat dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 
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13. Kepada Pegawai Tata Usaha dan Pekarya serta Staff Fakultas Hukum 
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tentang hidup, menjadi partner, atas doa, dukungan, semangat, bantuan, 

waktu, kesabaran, tempat berbagi cerita dan isi hati, dan menyadari potensi 
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ini. Kepadanya, Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Tujuan suatu negara pada dasarnya adalah memajukan kesejahteraan dan 

melindungi rakyatnya, serta mencukupi kepentingan rakyatnya. Dalam 

mencapai tujuan negara, pemerintah memiliki tugas yang melekat pada 

fungsi negara. Fungsi negara dapat dikategorikan sebagai fungsi utama 

negara dan fungsi sebagai agen pembangunan.1 Fungsi utama negara adalah 

melaksanakan tugas yang membawa akibat langsung kepada masyarakat. 

Fungsi negara sebagai agen pembangunan, pemerintah bertindak sebagai 

pendorong untuk mengadakan perubahan dan pembangunan masyarakat 

yang lebih baik berupa pemberian fasilitas.2 

 

Pemenuhan dan pemberian fasilitas dapat dilakukan dengan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai 

peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan 

pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Nasional (APBN) maupun Anggaran Pendapat dan Belanja 

Daerah (APBD). Bahwa hampir 60% dari volume APBN/APBD 

dialokasikan untuk dana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka perlu 

adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-

besarnya.3 Ketentuan tersebut kemudian dikonkretkan dalam Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

                                                             
1 M. Trisno Hadisaputra, Porsi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa pada APBN, Jurnal Pengadaan 

Volume 2, No.2, tahun 2012, hlm. 18. 
2 Id. 
3 Ni Made Puspatsutari Ujianti – Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Tinjuan Yuridis Asas 

Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jurnal Kertha Wicaksana 

Volume 12 No.2, 2018. 
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Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres Nomor 16 Tahun 

2018) sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

 

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 disusun dengan sistematika yang mengacu 

pada alur proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Perpres Nomor 

16 Tahun 2018, perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebut 

sebagai Kontrak Pengadaan/Barang/Jasa. Pengaturan pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimulai dari perencanaan pengadaan, 

persiapan pengadaan barang/jasa, persiapan pemilihan penyedia 

barang/jasa, pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, pelaksanaan 

kontrak dan serah terima hasil pekerjaan.4  

 

Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 memberikan definisi 

terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu sebagai berikut: 

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan 

Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh 

APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan 

serah terima hasil pekerjaan.” 

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 44 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 

menyatakan sebagai berikut: 

“Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah 

perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau 

Pelaksana Swakelola.” 

Melalui dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kontrak 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah perjanjian tertulis antara 

Pengguna Barang/Jasa yang diwakilkan oleh Pengguna Anggaran (PA), 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

dengan Penyedia Barang/Jasa agar Penyedia Barang/Jasa melakukan 

pekerjaan yang dimaksud dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.  

                                                             
4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33. 
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Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada 

seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal.5 Perjanjian memiliki kekuatan hukum yang 

mengikat bagi para pihak. Setiap perjanjian yang dibuat harus didasarkan 

dan patuh pada aturan-aturan hukum. Untuk dapat menafsirkan aturan-

aturan hukum dengan baik sangat tergantung dari asas-asas hukum yang 

melandasi hukum perjanjian.6 Oleh karena itu, asas-asas hukum perjanjian 

melandasi keabsahan dan kekuatan mengikat suatu perjanjian.7 

 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) mengatur 

asas-asas pokok perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, asas 

konsensualisme, dan asas pacta sunt servanda. Seiring dengan 

perkembangan zaman maka perlu adanya perkembangan dalam hukum 

perjanjian untuk mendukung keadaan-keadaan yang mencerminkan 

kebutuhan masyarakat, sehingga lahir asas-asas hukum perjanjian di luar 

dari KUHPerdata. Beberapa asas yang lahir dari perkembangan zaman yaitu 

asas itikad baik, asas kepercayaan, asas moral, asas kepatuhan, asas 

persamaan hukum, asas kebiasaan, asas perlindungan, asas kepastian 

hukum, dan asas keseimbangan.8 

 

Asas keseimbangan diberi makna sebagai keseimbangan posisi para pihak 

yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Dalam hal suatu perjanjian terjadi 

ketidakseimbangan posisi para pihak maka akan menimbulkan gangguan 

terhadap isi perjanjian.9 Ketidakseimbangan tersebut akan mempengaruhi 

                                                             
5 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, 2005, hlm 1. 
6 Harlien Budiono. Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Bandung, PT Citra 

Aditya Bakti, 2015 hlm 4. 
7 Id. 
8 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Almuni, 2014 hlm.22. 
9 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial, 

Prenadamedia Group, 2014, hlm 79. 
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maksud dan tujuan substansi perjanjian dan tujuan dibuatnya perjanjian.10 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentukan perjanjian 

yang didasari oleh cara atau prosedur yang tidak mencerminkan 

keseimbangan akan menimbulkan ketidaksetaraan/ketidakseimbangan 

prestasi. Dengan menggunakan prosedur seperti memberi tahu, 

menyelediki, dan menyiapkan informasi maka prestasi dapat diwujudkan 

sesuai dengan maksud dan tujuan para pihak. 

 

Asas keseimbangan dapat diterapkan untuk mengukur keseimbangan 

keseluruhan beban kewajiban para pihak.11 Bahwa kemudian dapat 

disimpulkan suatu perjanjian harus berdasarkan asas-asas hukum perjanjian, 

sehingga perjanjian akan dianggap mengikat sepanjang dilandasi pada asas-

asas hukum perjanjian salah satunya asas keseimbangan.12 Oleh karena itu 

asas keseimbangan dapat diartikan sebagai asas yang layak atau adil yang 

selanjutnya diterima sebagai landasan keterikatan dalam hukum perjanjian 

Indonesia.13  

 

Keberadaan asas atau prinsip dalam suatu aturan atau norma hukum 

memiliki makna yang fundamental. Setiap aturan atau norma pada 

hakikatnya memiliki asas atau prinsip sebagai rohnya. Asas keseimbangan 

mengacu pada pemenuhan hak dan kewajiban para pihak secara seimbang 

sebagai konsekuensi dari kedudukan posisi para pihak. Mengingat bahwa 

dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seluruh tahapan dan isi dari 

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 

2018. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 merupakan insturmen hukum yang 

mengatur Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan proses 

                                                             
10 Id, hlm 83. 
11 Y. Sogar Simamora. Hukum Kontrak Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah di Indonesia. LaksBang PRESIndo. Hlm 40. 
12 Supranote 6, hlm 306. 
13 Supranote 6. hlm 307. 
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Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan oleh 

pemerintah selaku pihak yang terlibat dalam kontrak. 

 

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang 

ada dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan peraturan pelaksana lainnya, 

seperti Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. Ketentuan-ketentaun tersebut menjadi batasan dalam isi 

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berdasarkan pembatasan 

tersebut, maka Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada satu sisi 

dikategorikan sebagai kontrak standar, dengan alasan format, klausul, dan 

ruang lingkupnya telah diatur jelas dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 

dan peraturan pelaksananya.14 

 

Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pihak pengguna 

barang/jasa akan diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku 

pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, 

menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan menyusun 

rancangan kontrak. Rancangan kontrak yang disusun oleh PPK meliputi 

SSUK, pelaksanaan kontrak, penyelesaian kontrak, ketentuan mengenai 

addendum kontrak, hak dan kewajiban para pihak, personil dan/atau 

peralatan penyedia, pembayaran kepada penyedia, pengawasan mutu, serta 

Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).15 Rancangan kontrak tersebut 

disusun berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Standar Dokumen 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

 

Sebelum Penyedia Barang/Jasa dan PPK membentuk kontrak, perlu bagi 

Penyedia Barang/Jasa untuk mengikuti seluruh proses Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara 

                                                             
14 Purwosusilo, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Kencana, 2017, hlm 228. 
15 Mudjisantosa, Aspek-Aspek Membuat Dokumen Pengadaan Dan Evaluasi Penawaran, CV 

Primaprint, 2015, hlm. 3. 



6 

lengkap telah diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Purwosusilo 

membagi tahapan Pengadaan Barang.Jasa Pemerintah menjadi 3 tahap, 

yaitu: pertama, tahap persiapan kontrak yang berisikan pengumuman, 

penetapan HPS, pendaftaran dan pengambilan dokumen, penjelasan 

(aanwijzing), pengajuan penawaran, jaminan penawaran, pembukaan 

dokumen penawaran, penilaian/evaluasi, penetapan pemenang dan 

sanggah/sanggah banding. Kedua, tahap pelaksanaan kontrak yang 

berisikan tahapan penyempurnaan rancangan kontrak, penandantangan 

kontrak, jaminan pelaksanaan, pelaksanaan kontrak, pembayaran uang 

muka, perubahan kegiatan pekerja bila perlu, laporan hasil kegiatan, 

penilaian progres kegiatan, penghentian dan pemutusan kontrak. Ketiga, 

tahap pasca kontrak yang berisikan tahapan penerimaan kontrak, denda dan 

ganti rugi, keadaan kahar dan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.16 

Pada tahap penandantangan kontrak, pihak Penyedia Barang/Jasa dan PPK 

akan terikat melalui perjanjian yang disebut Kontrak Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. 

 

Masalah hukum utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

menemukan keberadaan asas keseimbangan dalam seluruh proses 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjadi dasar terciptanya Kontrak 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mengingat bahwa pentingnya suatu 

proses pembentukan perjanjian akan mempengaruhi substansi perjanjian, 

dalam hal ini proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi sangat 

penting untuk diteliti dengan Asas Keseimbangan. Melalui proses 

pembentukan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka dapat 

dinilai apakah prestasi yang dijanjikan dalam perjanjian tersebut telah 

memenuhi asas keseimbangan. Terkait dengan prestasi-prestasi dalam 

Kontrak Pengadan Barang/Jasa Pemerintah yang telah termaktub dalam 

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 perlu juga dianalisis apakah telah 

                                                             
16 Supranote 14, hlm.254-314 
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memberikan keseimbangan hak dan kewajiban kepada para pihak. Selain 

itu, mengingat tidak dicantumkannya asas keseimbangan secara eksplisit 

dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres 

Nomor 16 Tahun 2018 yang kemudian akan mempengaruhi isi dari Kontrak 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bahwa dengan tidak terpenuhinya asas 

keseimbangan dalam suatu perjanjian, maka keabsahan dan landasan 

keterikatan perjanjian dapat dipertanyakan, hal ini berlaku juga untuk 

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

 

Dengan tidak tercantum secara eksplisit asas keseimbangan dalam Perpres 

Nomor 16 Tahun 2018 sebagai regulasi proses Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah dan pembentukan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

maka Penulis merasa perlu untuk membuat penelitan hukum dengan judul: 

“PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN 

PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH 

BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 

2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH” 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang 

akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Apakah makna dan fungsi asas keseimbangan dalam perjanjian 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah? 

2. Bagaimana bentuk keberadaan asas keseimbangan dalam proses kontrak 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai dari pra-kontrak, 

pembentukan, dan pelaksanaan perjanjian? 

3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Penyedia Barang/Jasa 

dan Pejabat Pembuat Komitmen apabila kontrak Pengadaan 

Barang/Jasa tidak sesuai asas keseimbangan? 
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3. Tujuan Penelitian 

Penulisan atas permasalahan yang menyangkut asas keseimbangan dalam 

perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk: 

1. Mencari tahu makna dan fungsi dari asas keseimbangan dalam Kontrak 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

2. Mencari tahu keberadaan asas keseimbangan dan penerapannya dalam 

kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. 

3. Mencari tahu perlindungan hukum terhadap kontrak Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah yang tidak sesuai dengan asas keseimbagan 

bagi Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa. 

 

4. Manfaat Penelitan 

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi ke dalam manfaat teoritis dan 

manfaat praktis: 

4.1 Manfaat Teoritis 

1. Mengembangkan asas keseimbangan dalam mata kuliah Hukum 

Perjanjian. 

2. Diharapkan dapat memberikan masukan teoritis yang bermanfaat 

bagi pengembangan Ilmu Hukum secara khusus bagi pengembangan 

Hukum Perjanjian. 

 

4.2 Manfaat Praktis 

1. Diharapkan dapat memberi masukan dalam bidang praktis kepada 

Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa dalam kontrak 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

2. Memberikan dasar perbaikan untuk Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
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3. Memberikan masukan pertimbangan hukum bagi hakim dalam 

memutus perkara sengketa mengenai kontrak Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. 

 

 

5. Metode Penelitian 

5.1 Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif adalah 

penelitian yang terdiri dari satu atau lebih dari satu variable yang tidak 

bersingungan. Konsep tersebut kemudian diaplikasikan untuk 

menjelaskan data atau hubungan antara data-data yang lain.17 Analisis 

adalah penelitian yang satu atau lebih variabel yang bersinggungan. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan deskriptif analisis yaitu memiliki 

lebih dari satu variabel yang bersinggungan ataupun tidak 

bersinggungan, namun mempunyai masalah di dalamnya untuk 

menghubungkan variabel-variabel tersebut. Permasalahan di dalam 

Penulisan ini adalah adanya kemungkinan tidak diterapkannya asas 

keseimbangan Hukum Perjanjian dalam Kontrak Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. 

 

5.2 Metode Penelitian Yuridis Normatif. 

Menurut Prof. Sunaryati Hartono, metode penelitian adalah cara atau 

jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan 

cara penalaran dan berpikir yang logis-analitisi, berdasarkan dalil-dalil, 

rumus-rumus dan teori suatu ilmu atau beberapa cabang ilmu tertentu 

untuk menguji kebenaran atau mengadakan verifikasi suatu hipotesis 

atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial 

atau peristiwa hukum tertentu.18 

                                                             
17 H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, 2017, hlm. 11. 
18 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia, Alumni, 1994, hlm 105. 
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Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan 

penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis 

normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan 

kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.19 Suatu analisis 

yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif 

sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja 

penunjang.20 Usaha-usaha yang digunakan dalam metode penelitian 

hukum ini adalah sebagai berikut:21 

1. Metode Deduktif 

Metode deduktif dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-

pengetahuan konkrit tentang kaidah yang benar dan tepat untuk 

menyelesaikan suatu permasalah atau perkara. Penalaran 

digunakan dengan silogisme-silogisme formal yang telah 

dikenal dan berkembang. Dalam proses penalaran deduktif ini, 

kaidah positif dan asas hukum positif akan berfungsi sebagai 

premis mayor dalam struktur silogisme, dengan catatan 

kebenaran material dari premis-premis tersebut tidak perlu 

dipermasalahkan. Konklusi yang ditarik dalam silogisme ini 

akan digunakan untuk menyelesaikan kasus tertentu. 

2. Metode Induktif 

Metode Induktif adalah usaha untuk melangkapi isi sistem, tidak 

hanya berupa kaidah positif tetapi juga dengan asasnya. Hal ini 

disebabkan data hukum yaitu peraturan perudang-undangan 

tidak selamanya tersusun lengkap untuk menjawab suatu 

permasalahan. Oleh karena itu, asas hukum akan menjadi 

pelengkap dari data peraturan perundang-undangan. Dengan 

                                                             
19 Jonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, 2013, 

hlm.295. 
20 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo 

Persada, 2013, hlm 166. 
21 E. Saefillah Wiradipradja, Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah 

Hukum, Keni Media, 2015, hlm 31. 
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demikian, sistem normatif positif yang berkembang tidak hanya 

terdiri dari kaidah positif, namun juga terdiri dari asas-asas yang 

dikumpulkan secara induksi dari premis yang ada. 

 

Alasan Penulis memilih metode yuridis normatif adalah agar 

mengetahui penerapan dan keberadaan asas keseimbangan dalam 

kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, oleh karena itu dalam penelitian diperlukan 

data-data yang diperoleh dari hukum positif di Indonesia maupun buku-

buku yang menjelaskan mengenai asas keseimbangan serta perjanjian 

secara umum. Penelitian Yuridis Normatif menjawab permasalahan 

yang diangkat oleh Penulis dengan memperoleh sumber data dari 

sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Dalam Penulisan 

ini, penelitian termasuk ke dalam tipologi penelitian asas-asas dan 

doktrin hukum serta penelitian inventarisasi hukum. Penelitian ini akan 

menggunakan asas-asas dan doktrin yang berlaku untuk menguji 

kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta menemukan hukum 

positif yang mengatur kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

 

5.3 Teknik Pengumpulan Data Dan Jenis Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan dengan 

jenis data sebagai berikut: 

1. Sumber Hukum Primer 

Sumber Hukum Primer adalah semua produk atau dokumen hukum 

yang dibuat oleh pejabat Negara yang menurut sistem setempat 

berwenang untuk membuat hukum.22 Adapun sumber hukum primer 

yang digunakan adalah: 

                                                             
22 Elly Erawaty, Diktat Mata Kuliah Bahasa Indonesia dan Kemahiran Hukum, 10 (Januari 

2011),(diktat kuliah yang terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Prahayangan). 
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a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

b. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahaan Kesatu 

Atas dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar 

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). 

 

2. Sumber Hukum Sekunder 

Sumber Hukum Sekunder adalah semua bahan hukum yang tidak 

bersifat otoratif ataupun menimbulkan akibat hukum, melainkan 

bersifat persuasif atau inspiratif, namun layak menjadi rujukan bagi 

sumber hukum primer.23 Adapun sumber hukum sekunder adalah: 

a. Buku-buku di bidang hukum perdata khususnya hukum 

perjanjian. 

b. Jurnal-jurnal hukum penunjang penelitian skripsi. 

 

5.4 Teknik Analisa 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 

 

6. Rencana Sistematika Penulisan 

BAB I: Pendahuluan 

Pada bab ini menggambarkan latar belakang 

Penulisan hukum ini, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 

                                                             
23 Id. 
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yang Penulis gunakan dalam Penulisan hukum 

ini, dan sistematika Penulisan ini. 

 

BAB II: Hukum Perjanjian Pada Umumnya dan 

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Dalam bab kedua Penulis akan menjelaskan 

mengenai hukum perjanjian pada umumnya 

antara lain hal-hal yang berkaitan dengan 

pengertian, jenis perjanjian, syarat sah perjanjian, 

dan akibat perjanjian. Selain itu Penulis akan 

membahas secara spesifik mengenai Kontrak 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pembahasan 

meliputi pengertian Kontrak Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, para pihak dalam 

kontrak, bentuk kontrak pengadaan barang/jasa, 

jenis-jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, isi kontrak, proses Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Permintah 

dan peraturan pelaksananya, serta prinsip Good 

Gorvernance dalam Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. 

 

BAB III: Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian  

Pada bab ini Penulis mengenai asas keseimbangan 

dalam hukum perjanjian, antara lain berkaitan 

dengan pengertian, justifikasi asas keseimbangan 

secara yuridik dan moril, karakteristik, aspek-

aspek asas keseimbangan, dan upaya pemulihan 

keseimbangan. 
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BAB IV: Analisis Asas Keseimbangan Dalam Kontrak 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Pada bab ini Penulis akan menganilisis secara 

yuridik penerapan asas keseimbangan dalam 

kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

berdasarkan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

 

BAB V: Kesimpulan 

Pada bab ini Penulis akan menguraikan 

kesimpulan secara keseluruhan mengenai 

penerapan asas keseimbangan dalam hukum 

kontrak dan kontrak Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. Selain itu pada bab ini akan 

memberikan saran-saran yang diperlukan. 
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